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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi prosedur serta 

tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2025. Selain itu, 

penelitian ini juga mengkaji alur dan jadwal dari prosedur penyusunan RAPBD 

tersebut. Laporan tugas akhir ini disusun berdasarkan pengamatan dan pengalaman 

penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Badan Keuangan 

dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo. Prosedur merupakan 

serangkaian langkah atau tahapan sistematis yang harus diikuti untuk mencapai 

tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam konteks pemerintahan, prosedur 

berperan penting sebagai pedoman yang menjamin konsistensi, keteraturan, dan 

akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Penyusunan RAPBD adalah proses 

perencanaan keuangan yang sistematis yang melibatkan identifikasi, estimasi, dan 

alokasi sumber daya. Proses ini mengacu pada regulasi pemerintah, salah satunya 

Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 

Anggaran 2025. Pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting untuk 

mencapai keseimbangan antara optimalisasi pendapatan, efisiensi dan efektivitas 

belanja, serta pemanfaatan potensi pembiayaan daerah. Penelitian ini mengkaji 

tahapan penyusunan mulai dari RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, hingga proses 

penetapan RAPBD dengan DPRD. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi 

hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses penyusunan anggaran di BKAD 

Kabupaten Kulon Progo. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memberikan 

pemahaman mengenai prosedur dan tahapan penyusunan RAPBD serta alur dan 

jadwal pelaksanaannya. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi 

wawasan yang bermanfaat bagi pembaca. 

Kata Kunci :  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), 

 Kulon Progo, Prosedur, Permendagri  No  15 Tahun 2024
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Menurut Gamatechno (2014) tata kelola pemerintahan yang baik (good govenance) 

memiliki beberapa indikator penting yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas 

dan koordinasi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dibutuhkan perubahan 

paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralisasi, 

dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Pemerintah 

melaksanakan pembangunan atas kehendak rakyat yang disampaikan oleh DPR 

(Dewan Perwakilan Rakyat). Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus 

diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya secara hati-hati 

adalah Penetapan RAPBD (Rancangan Anggaran Penyusunan Belanja Daerah). 

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin 

pada kebijakan pendapatan,pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan 

keuangan daerah yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi 

pendapatan daerah,efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam 

memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Sejalan dengan pendapat di atas, 

Bastian (2011) juga menjelaskan bahwa, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip 

pengganggaran dan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran 

dan hasil yang diharapkan,maka belanja daerah disusun dengan pendekatan 

anggaran kinerja yang berorientasi pada pencaipaian hasil dari input yang 

direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat 

daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk 

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan 

efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiataan. Salah satu rujukan 

regulasi pemerintah yang menajadi pedoman dalam penyusunan rancangan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah Permendagri Nomor 15 Tahun 

2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 

Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu 

organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan 
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umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan 

barang/jasa oleh Nafarin (2009). Anggaran bukan hanya memiliki fungsi 

perencanaan dan pengendalian, anggaran juga digunakan sebagai salah satu 

indikator pengukuran agar suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan 

atau organisasi yang baik. Hal ini dikemukanan oleh Fachrurrozi (2009) yang 

menyatakan bahwa syarat-syarat sebuah perusahaan dapat dikatakan sebagai 

perusahaan yang baik yaitu perusahaan tersebut harus memiliki: nilai, visi, misi, 

aturan, profesionalisme, rencana kerja, sumber daya, dan intensif. Rencana kerja 

yang dimaksudkan disini salah satunya adalah pembuatan anggaran. 

Pada dasarnya semua kegiatan yang berhubungan dengan proses penyusunan 

anggaran sudah ditentukan siapa saja yang berwenang dalam penyusunan anggaran, 

apa-apa saja yang dilakukan dalam proses dari awal penyusunan anggaran tersebut 

dan kapan waktu dalam proses penyusunan anggaran hingga disahkan dan bisa 

dilaksnanakan. Menurut Nafarin (2009) yang bewenang dan bertanggung jawab 

dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan berada di tangan pimpinan 

sebuah perusahaan. 

Dalam proses penyusunan anggaran pasti ditemukan adanya hambatan- 

hambatan atau kendala dalam penyusunan anggaran mungkin menjadi lambat atau 

molor bahkan bisa terjadi kesalahan dalam penyusunan tersebut tidak berjalan 

dengan baik atau semestiny, meskipun pada umumnya proses penyusunan anggaran 

sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh instansi pemerintah daerah akan tetapi 

dalam pelaksanaanya masih terdapat kendala. 

Berdasarkan gambaran di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan 

mengetahui tentang bagaimana prosedur penyusunan anggaran dengan melakukan 

praktek kerja lapangan/magang sebagai pengimplementasian teori yang telah 

didapat diperkuliahan dan menuangkannya kedalam bentuk laporan tugas akhir 

dengan judul yaitu “Prosedur Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 

2025”. 

1.2 CAKUPAN PEMBAHASAN TUGAS AKHIR 

1. Bagaimana prosedur dan tahapan dalam Penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 
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Anggaran 2025? 

2. Bagaimana alur dan jadwal prosedur Penyusunan Rancangan Anggaran dan 

Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025? 

1.3 TUJUAN PENULISAN TUGAS AKHIR 

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan tahapan dalam Penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten 

Kulon Progo Tahun Anggaran 2025. 

2. Untuk mengetahui bagaimana alur dan jadwal prosedur Penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten 

Kulon Progo Tahun Anggaran 2025.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA 

2.1 PROSEDUR 

2.1.1 Pengertian Prosedur 

Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai aturan atau urutan-urutan, serta 

rangkaian kegiatan kerja yang biasa dikenal dengan istilah prosedur. Kata prosedur 

awalnya berasal dari bahasa inggris yaitu procedure yang memiliki arti tata cara 

atau langkah-langkah. Kata procedure juga biasa digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat Indonesia dengan sebutan prosedur. Secara Manajemen, 

prosedur memiliki arti tata cara atau langkah kerja dalam proses menyelesaikan 

pekerjaan atau masalah. Secara umum, prosedur merupakan urutan langkah-

langkah atau tahapan yang harus diikuti secara sistematis dalam melaksanakan 

suatu aktivitas atau pekerjaan agar tujuan tertentu dapat tercapai secara efektif dan 

efisien. Prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan 

aktivitas apa saja yang harus dilakukan utuk menjalankan suatu fungsi tertentu. 

Pengertian prosedur yang dikemukakan oleh para ahli selalu berbeda, meskipun 

begitu pendapat tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama tentang 

prosedur. Pengertian prosedur menurut beberapa para ahli meliputi :  

Menurut Handoko (2000) menjelaskan bahwa prosedur adalah serangkaian 

tindakan atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam situasi tertentu dan 

biasanya bersifat berulang-ulang. Prosedur memberikan panduan teknis tentang apa 

yang dilakukan, oleh siapa, kapan, dan bagaimana. 

Menurut Mulyadi (2001), prosedur adalah suatu urutan pekerjaan klerikal 

yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat 

untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi yang 

sering terjadi. Dengan kata lain, prosedur merupakan pedoman kerja yang 

menetapkan bagaimana dan oleh siapa suatu kegiatan harus dilakukan.  

Sementara itu, menurut Ranatarisza dan Noor (2013), prosedur adalah 

rangkaian aktifitas atau kegiatan yang di lakukan secara berulang-ulang dengan 

cara yang sama, dalam suatu urutan kegiatan ekonomi atau transaksi perusahaan 

sehari-hari, umumnya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau 
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lebih yang di buat untuk menjamin penanganan secara seragam, serta suatu bagian 

system yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu 

urutan yang tersusun dan biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian 

departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Dalam suatu 

proses, ada langkah yang saling terkait, yang akan memberikan panduan untuk 

menyelesaikan masalah dalam pekerjaan. Tentu saja, di sebuah perusahaan, kita 

akan memerlukan tips tentang prosedur kerja yang terdiri dari tahapan kerja, karena 

ini dapat mendukung realisasi efisiensi perusahaan 

2.1.2 Karakteristik Prosedur 

Prosedur merupakan serangkaian langkah atau instruksi kerja yang harus diikuti 

secara konsisten dalam menjalankan suatu aktivitas organisasi. Agar menjadi 

efektif, suatu prosedur harus memiliki karakteristik tertentu yang menjamin 

keteraturan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi. 

Menurut Siagian (2021) dan didukung oleh teori manajemen modern, 

karakteristik prosedur yang baik meliputi : 

1. Terdokumentasi dengan Baik 

Prosedur harus dituangkan secara tertulis dan terdokumentasi dalam bentuk 

manual atau dokumen resmi organisasi, sehingga dapat digunakan sebagai 

acuan bersama. 

2. Terstruktur dan Sistematis 

Langkah-langkah dalam prosedur harus disusun secara logis dan kronologis, 

dari awal hingga akhir. Setiap tahap harus mengalir dengan jelas tanpa 

kebingungan antarbagian. 

3. Konsisten dan Dapat Diulang (Repeatable) 

Prosedur harus dapat diterapkan secara konsisten dalam situasi yang sama, 

sehingga menghasilkan keluaran yang seragam setiap kali dijalankan. 

4. Memuat Tanggung Jawab yang Jelas 

Prosedur yang baik mencantumkan secara eksplisit siapa yang bertanggung 

jawab atas masing-masing langkah atau keputusan dalam proses. 

5. Mudah Dipahami dan Diimplementasikan 
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Bahasa dalam prosedur harus sederhana, tidak multitafsir, dan dapat dipahami 

oleh pelaksana dengan berbagai latar belakang pendidikan. 

6. Terukur dan Dapat Dievaluasi 

Prosedur harus memungkinkan adanya pengukuran kinerja (misalnya melalui 

indikator waktu, output, atau akurasi) sehingga dapat dievaluasi secara berkala. 

7. Fleksibel namun Terkendali 

Meskipun prosedur bersifat standar, tetap harus disusun sedemikian rupa agar 

dapat menyesuaikan kondisi darurat atau perubahan, dengan tetap menjaga 

pengendalian internal. 

2.1.3 Jenis-Jenis Prosedur 

Prosedur dalam organisasi atau pemerintahan memiliki variasi bentuk sesuai 

dengan fungsi dan tujuannya. Secara umum, prosedur dapat diklasifikasikan 

berdasarkan alur pelaksanaan, bentuk kegiatan, dan ruang lingkup kewenangan. 

Pembagian jenis-jenis prosedur ini penting agar organisasi dapat menentukan 

standar kerja yang paling tepat untuk tiap aktivitas. 

Menurut Siagian (2021) dan didukung oleh pendekatan manajemen modern, 

berikut ini adalah jenis-jenis prosedur yang lazim digunakan. 

1. Prosedur Operasional 

Merupakan prosedur yang berkaitan langsung dengan proses produksi atau 

pelayanan utama suatu instansi. Dalam konteks pemerintahan, termasuk 

prosedur pelayanan publik (misalnya: prosedur pencairan dana, penerbitan 

izin, pembayaran pajak). Contohnya  Prosedur penyusunan DPA dan Prosedur 

pengadaan barang atau jasa. 

2. Prosedur Administratif 

Prosedur ini mengatur tata cara pengelolaan administrasi dan dokumen 

internal, termasuk pencatatan, pengarsipan, surat-menyurat, dan korespondensi 

antarunit. Contohnya Prosedur surat masuk/keluar dan Prosedur pengarsipan 

dokumen keuangan. 

3. Prosedur Keuangan 

Prosedur yang mengatur alur pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, 

pencairan, penggunaan, hingga pelaporan dana. Contohnya Prosedur pencairan 

dana belanja dan Prosedur pertanggungjawaban SPJ 
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4. Prosedur Pengawasan 

Bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai 

rencana. Jenis ini sering digunakan dalam audit internal atau monitoring 

kegiatan. Contohnya Prosedur pemeriksaan kas dan Prosedur verifikasi laporan 

keuangan 

5. Prosedur Darurat (Contingency Procedures) 

Prosedur yang disiapkan untuk kondisi tidak normal atau darurat, seperti 

bencana, gangguan sistem, atau situasi krisis. Contohnya Prosedur pemulihan 

data anggaran saat sistem terganggu dan Prosedur pengalihan kegiatan saat 

force majeure. 

2.1.4 Manfaat Prosedur 

Prosedur merupakan alat penting dalam organisasi, baik di sektor publik maupun 

swasta, karena memberikan pedoman pelaksanaan kerja yang seragam, sistematis, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, 

prosedur memiliki nilai strategis dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah. 

Menurut Siagian (2021) dan Handoko (2020), manfaat utama dari penerapan 

prosedur yang baik dalam organisasi antara lain sebagai berikut: 

1. Menjamin Konsistensi Pelaksanaan Tugas 

Prosedur membantu setiap individu atau unit kerja untuk melaksanakan tugas 

dengan cara yang sama setiap waktu, sehingga hasil kerja menjadi seragam dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Mempermudah Koordinasi Antarunit 

Dengan adanya prosedur, setiap pihak mengetahui peran dan urutannya dalam 

proses kerja. Ini meminimalkan tumpang tindih tanggung jawab dan 

meningkatkan kerja sama antarbagian. 

3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kerja 

Prosedur yang tersusun dengan baik menghindarkan dari pengulangan 

pekerjaan yang tidak perlu, mempercepat proses kerja, serta memastikan 

sumber daya digunakan secara optimal. 

4. Sebagai Alat Pengawasan dan Evaluasi 
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Prosedur dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja serta dasar dalam 

pelaksanaan audit internal atau eksternal. Dengan membandingkan prosedur 

dan pelaksanaan, manajemen dapat mengetahui penyimpangan yang terjadi. 

5. Menjamin Kepatuhan terhadap Regulasi 

Dalam sektor pemerintahan, prosedur memastikan bahwa pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar 

akuntabilitas publik. 

6. Memberikan Kepastian dan Kejelasan 

Dengan prosedur tertulis, seluruh pihak yang terlibat memahami bagaimana 

suatu pekerjaan harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan 

waktu pelaksanaannya. 

7. Menjadi Dasar dalam Pelatihan Pegawai Baru 

Prosedur yang terdokumentasi dapat digunakan untuk orientasi dan pelatihan 

bagi pegawai baru agar cepat menyesuaikan diri dengan sistem kerja 

organisasi. 

Manfaat prosedur sangat krusial dalam menjamin mutu kerja, efisiensi 

organisasi, serta pengawasan yang efektif. Dalam instansi, prosedur digunakan 

sebagai sarana mengatur arus kerja mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, 

hingga pelaporan, dengan tujuan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance). 

2.1.5 Tujuan Prosedur 

Dalam sebuah organisasi, khususnya di lingkungan pemerintahan, keberadaan 

prosedur merupakan fondasi penting dalam menjamin pelaksanaan tugas berjalan 

secara efisien, terstruktur, dan akuntabel. Prosedur yang disusun dan diterapkan 

dengan baik akan memberikan arah serta batasan dalam pelaksanaan kegiatan, 

sehingga mampu menciptakan konsistensi dan meningkatkan kualitas kinerja. 

Beberapa ahli telah mengemukakan pandangan tentang tujuan utama dari 

penerapan prosedur dalam organisasi. 

Menurut Handoko (2000), prosedur bertujuan untuk menyederhanakan 

pekerjaan, memperjelas pembagian tugas, mempercepat pelaksanaan kegiatan, 

serta menghindari tumpang tindih pekerjaan dalam organisasi. Menurut Mulyadi 

(2001), tujuan utama prosedur adalah menjamin penanganan secara seragam 
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terhadap transaksi-transaksi yang sering terjadi dan memberikan kejelasan 

tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Sutrisno (2015), 

tujuan utama prosedur adalah agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan secara 

efektif dan efisien, serta memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian 

terhadap pelaksanaan tugas organisasi. Artinya, prosedur bukan hanya berfungsi 

sebagai pedoman pelaksanaan, tetapi juga sebagai alat manajerial untuk 

memastikan kegiatan berlangsung sesuai standar dan tujuan organisasi. 

Sementara itu, Hasibuan (2015) menyatakan bahwa prosedur bertujuan 

memberikan pedoman sistematis dalam menyelesaikan pekerjaan, agar kegiatan 

dapat dilaksanakan secara tertib, teratur, efisien, dan seragam. Dengan adanya 

prosedur yang jelas, potensi kesalahan, tumpang tindih pekerjaan, dan kelalaian 

dalam pelaksanaan tugas dapat diminimalkan. 

Secara umum, prosedur dirancang agar : 

1. Proses kerja dapat dilakukan dengan cara yang seragam dan efisien 

2. Tanggung jawab antarunit menjadi jelas, tidak tumpang tindih 

3. Mempermudah proses evaluasi, audit, dan pengendalian internal 

4. Memberikan kepastian hukum dan administratif dalam pelaksanaan tugas 

5. Menjadi pedoman dalam orientasi dan pelatihan pegawai baru 

Oleh karena itu, dalam konteks penyusunan anggaran, prosedur tidak hanya 

diperlukan untuk mengatur tahapan kerja, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol 

dan jaminan tata kelola keuangan daerah yang baik (good governance). 

2.1.6 Fungsi Prosedur 

Prosedur memiliki peran penting dalam mendukung sistem kerja yang efisien dan 

terstruktur dalam suatu organisasi, baik swasta maupun pemerintahan. Dalam 

konteks instansi pemerintah, prosedur berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan 

yang menjamin konsistensi, keteraturan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas 

dan pelayanan publik. 

Menurut Siagian (2015), prosedur berfungsi sebagai alat koordinasi dan 

kontrol yang menghubungkan kegiatan antar bagian dalam organisasi, serta 

menjamin bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan dan tanggung jawab 

masing-masing unit. Menurut Mulyadi (2016), fungsi prosedur adalah untuk 

menjamin penanganan transaksi secara seragam, terutama terhadap transaksi yang 
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berulang, serta sebagai alat pengendalian internal dalam pelaksanaan 

operasional.Menurut Sedarmayanti (2015), prosedur berfungsi sebagai dasar 

evaluasi dan pembinaan, serta membantu proses pelatihan bagi pegawai baru, 

karena prosedur menggambarkan secara rinci proses kerja yang dapat diikuti secara 

berurutan. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa fungsi prosedur adalah sebagai berikut : 

1. Pedoman pelaksanaan kerja, memberikan arahan langkah demi kangkah 

tentang bagaimana tugas harus dilakukan. 

2. Menajga konsistensi operasi, memastikan kegiatan dilaksanakan dengan cara 

yang sama oleh semua pelaksana. 

3. Pengendalian dan pengawasan, memudahkan manajer atau pimpinan 

mengawasi jalannya kegitan sesuai standar. 

4. Meminimalkan kesalahan, megnurangi potensi deviasi, tumpeng tindih atau 

kelalaian dalam pelaksanaan tugas. 

5. Meningkatkan koordinasi, menjelaskan alur tanggungjawab dan hubungan 

antar bagian dalam proses kerja. 

6. Memudahkan pelatihan pegawai baru, digunakan sebagai alat bantu orientasi 

untuk memahami proses kerja di instansi. 

7. Dasar evaluasi kinerja, Menjadi acuan dalam menilai apakah pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 

2.2 ADMINISTRASI 

2.2.1 Pengertian Administrasi 

Secara Etimologis administrasi berasal dari Bahasa Inggris “Administration” bisa 

diartikan sebagai to manage. Dalam arti sempit, administrasi biasa disebut dengan 

aktivitas ketatausahaan. Administrasi merupakan perencanaan, pengendalian, dan 

pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerak mereka yang 

melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah administrasi 

selalu mengacu pada kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang 

untuk mencapai tujuan mereka. 

Menurut The Liang Gie (2000), Administrasi adalah serangkaian kegiatan 

pengendalian dan penyelenggaraan kerja sama sekelompok orang dalam mencapai 

tujuan tertentu. Menurut George R. Terry (2006), Administrasi adalah suatu proses 
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yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sedankan menurut Sondang P. 

Siagian (2015), Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua 

orang atau lebih yang didasarkan atas pembagian tugas, struktur organisasi, dan 

pelaksanaan yang diarahkan pada tujuan tertentu. 

Administrasi merupakan suatu kegiatan manajerial dan operasional yang 

mencakup pengaturan dan pengelolaan segala bentuk aktivitas organisasi baik 

dalam lingkup pemerintahan, bisnis, maupun social guna menjamin efektivitas dan 

efisiensi pencapaian tujuan. 

2.2.2 Fungsi Administrasi 

Menurut George R. Terry (2006), mengemukakan bahwa fungsi administrasi terdiri 

atas perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

penggerakan/pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling) atau dikenal 

sebagai fungsi manajemen POAC yang juga menjadi inti dalam fungsi administrasi 

modern. Menurut Sondang P. Siagian (2015), menjelaskan fungsi administrasi 

sebagai pencatatan penyimpanan informasi, pengaturan komunikasi hubungan 

kerja antar bagian, pengawasan pelaksanaan kegiatan organisasi dan mendukung 

pelaksanaan kebijakan organisasi. 

Sedangkan menurut The Liang Gie (2000), fungsi administrasi mencakup 

koordinasi kegiatan antar bagian, pengarsipan dan dokumentasi, penanganan surat-

menyurat laporan dan pemberian informasi yang dibutuhkan pimpinan. 

Fungsi administrasi secara umum adalah : 

1. Perencanaan. Menyusun rencana kerja dan strategi pencapaian tujuan 

organisasi. 

2. Pengorganisasian. Menentukan pembagian tugas, struktur kerja dan koordinasi 

antarunit. 

3. Pelaksanaan. Mengarahkan sumber daya agar bekerja sesuai rencana. 

4. Pengawasan. Mengontrol, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan kegiatan. 

5. Pencatatan & Dokumentasi. Merekam semua kegiatan dan menyimpan 

informasi penting organisasi. 

6. Komunikasi Adminitrasi. Menyampaikan dan mengelola informasi secara 

tertulis dan resmi. 
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Dapat disimpulkan bawah Fungsi administrasi mencakup kegiatan yang 

berkaitan dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian, serta 

dokumentasi dalam suatu organisasi. Dengan administrasi yang baik, organisasi 

dapat beroperasi dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel. 

2.2.3 Ciri-ciri Administrasi 

Administrasi memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari aktivitas 

kerja biasa. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa administrasi adalah suatu proses 

sistematis dan terstruktur yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mencapai 

tujuan tertentu secara efisien dan efektif. 

Dari definisi yang telah dijabarkan, menurut Gie dalam Sellang (2019) 

administrasi mengandung beberapa ciri-ciri:  

1. Sekelompok orang, yang berarti aktivitas administrasi dilakukan oleh lebih dari 

satu orang.  

2. Kerja sama, didalam proses administrasi dibutuhkan kerja sama yang baik antar 

pekerja administrasi yang baik agar mendapatkan hasil yang maksimal.  

3. Pembagian tugas, agar proses administrasi lancar dibutuhkan pembagian kerja 

yang jelas antar pegawai.  

4. Terdapat kegiatan manajemen, kepegawaian, keuangan, perbekalan, 

komunikasi, informasi, termasuk tata usaha.  

5. Kegiatan yang runtut dalam suatu proses, dalam kegiatan administrasi 

dibutuhkan alur kerja yang berkesinambungan.  

6. Tujuan, yang merupakan aspek yang menjadi arah dari aktivitas administrasi 

agar tercapainya tujuan dari kegiatan administrasi itu sendiri.  

2.2.4 Tujuan Administrasi 

Administrasi memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran operasional 

suatu organisasi, baik di sektor pemerintahan, pendidikan, bisnis, maupun sosial. 

Tujuan utama dari administrasi adalah mengatur, mengelola, dan mengarahkan 

kegiatan organisasi agar dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. 

Menurut The Liang Gie (2000), administrasi bertujuan untuk mewujudkan 

kerja sama yang efisien dan produktif di antara sekelompok orang guna mencapai 

tujuan tertentu secara terorganisasi dan tertib. Menurut Sondang P. Siagian (2015), 
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menyatakan bahwa tujuan administrasi adalah untuk menjamin kelangsungan dan 

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi, serta mendukung terwujudnya 

sasaran dan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut George R. 

Terry (2006), tujuan administrasi adalah untuk mengatur semua sumber daya 

organisasi (manusia, material, metode, uang, dan waktu) agar digunakan secara 

efisien dalam mencapai hasil yang diinginkan.  

Sedangkan menurut Henry Fayol, (dalam teori klasik administrasi) 

menyebutkan bahwa tujuan utama administrasi adalah untuk menciptakan 

keteraturan dan stabilitas organisasi, serta menjamin bahwa setiap fungsi 

manajemen dijalankan secara terkoordinasi. Secara umum tujuan administrasi 

adalah untuk mewujudkan sistem kerja yang tertib, efisien, dan mendukung 

pencapaian tujuan organisasi. Administrasi bukan hanya mencatat dan mengarsip, 

tetapi juga menjadi alat penting dalam pengaturan, pengawasan, serta pengambilan 

keputusan strategis. 

2.2.5 Peran Administrasi 

Pada hakikatnya merupakan perkembangan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan 

terjadi sebagai tanggapan terhadap dinamika manusia. Pemahaman yang tepat 

tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membenarkan 

pendapat tersebut. Peranan utama sistem administrasi adalah membantu 

memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan pokok lainnya. Pada dasarnya sistem 

adminitrasi memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan, karena dapat 

membantu perusahaan dalam memberi informasi/data yang diperlukan oleh 

pimpinan perusahaan dan memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan 

dalam pelaksanaan tugas sebelumnya 

2.3 Anggaran 

2.3.1 Pengertian Anggaran 

Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dan 

dinyatakan dalam satuan unit moneter untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu 

tahun. Anggaran menggambarkan estimasi pendapatan dan pengeluaran yang akan 

dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Nafarin (2009), anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan 
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suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, 

untuk jangka waktu tertentu. Anggaran tidak hanya mencakup estimasi pendapatan 

dan biaya, tetapi juga dapat disajikan dalam bentuk barang atau jasa sesuai dengan 

kebutuhan instansi. Selain itu, menurut Mardiasmo (2002), anggaran merupakan 

pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu 

yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan juga sebagai alat pertanggungjawaban 

dalam pengelolaan dana publik, terutama dalam sektor pemerintahan. 

Istilah yang dipakai untuk menyebutkan anggaran dapat berbeda-beda antara 

satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. karena tujuan akhir dari perusahaan 

pada umumnya adalah laba (profit) maka anggaran perusahaan juga sering disebut 

sebagai:  

1. Business budget adalah rencana keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan 

atau organisasi bisnis untuk periode tertentu (biasanya satu tahun), yang 

mencakup estimasi pendapatan, biaya, dan laba. 

Fungsinya adalah untuk mengarahkan alokasi sumber daya, membantu dalam 

pengambilan keputusan, serta sebagai alat pengendalian keuangan. Contoh : 

Anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pemasaran. 

2. Profit Planning and Control berarti perencanaan dan pengendalian laba. 

Ini adalah proses sistematis untuk merancang bagaimana laba perusahaan akan 

dicapai melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran, dan mengendalikan 

realisasi keuangan agar sesuai dengan target. 

3. Comprebensive Budgeting atau anggaran komprehensif adalah gabungan dari 

seluruh jenis anggaran yang dimiliki organisasi, seperti anggaran operasional, 

anggaran keuangan, dan anggaran kas, yang disatukan dalam satu dokumen 

utama. 

4. Managerial Budgeting adalah proses penyusunan dan penggunaan anggaran 

yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mendukung pengambilan 

keputusan dan pengendalian dalam operasional perusahaan. 

5. Business Budget and Control. Istilah ini menggabungkan dua aspek penting 

yaitu penyusunan anggaran bisnis (Business Budget) dan pengendalian 

keuangan (Control). Artinya, tidak cukup hanya menyusun anggaran, tetapi 

juga harus dilakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran terhadap 
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rencana.  

Dalam konteks sektor publik, anggaran menjadi alat penting untuk menjamin 

transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara atau 

daerah. Oleh karena itu, penyusunan anggaran di instansi pemerintah harus 

mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan. 

2.3.2 Fungsi Anggaran 

Anggaran memiliki fungsi dan peranan dalam menyusun penyusunan perencanaan 

dan pengendalian pembangunan, karena itu Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daeah (RAPBD) disusun untuk membantu menentukan kebutuhan 

masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam hal ini, secara regional tingkat 

kesejahteraan masyarakat secara signifikan akan dipengaruhi oleh kebijakan 

pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.  

Sehubungan dengan itu, Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah (2010), 

mengemukakan beberapa fungsi anggaran yaitu sebagai berikut:  

1. Sebagai Alat perencanaan, anggaran daerah disusun untuk merencanakan 

kegiatan apa saja yang akan dilaksanankan pemerintah daerah, berapa dana 

yang dikeluarkan, dan yang dikeluarkan, dan berapa hasil yang akan didapat 

serta siapa yang akan menikmati dari belanja pemerintahan daerah tersebut.  

2. Sebagai Alat Pengendalian, anggaran sebagai alat pengendalian yang 

digunakan untuk menghindariasa keadilan dan kepatutan.  

3. Fungsi Stabilisasi, anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara 

dan megupayakan keseimbangan mendasar perekonomian daerah.  

Sedangkan Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang merupakan 

perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, APBD mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:  

1. Fungsi Otoriasi, anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan 

pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.  

2. Fungsi Perencanaan, anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen 

dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 



16  

3. Fungsi Pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah 

kegiatan penyelenggaran pemerinah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan.  

4. Fungsi Alokasi, anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan 

kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.  

5. Fungsi Distribusi, kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan.  

6. Fungsi Stabilisasi, anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara 

dan megupayakan keseimbangan mendasar perekonomian daerah.  

2.3.3 Penysunan Anggaran 

Penyusunan anggaran adalah proses perencanaan keuangan yang sistematis yang 

mencakup identifikasi, estimasi, dan alokasi sumber daya untuk kegiatan-kegiatan 

yang direncanakan dalam periode tertentu. Anggaran disusun sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan organisasi, baik di sektor swasta maupun publik. 

Menurut Bastian (2011), penyusunan anggaran adalah proses penyusunan 

rencana keuangan tahunan yang menggambarkan hubungan antara input (sumber 

daya) dengan output (hasil) yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, berdasarkan 

pendekatan kinerja. Dalam pendekatan ini, anggaran tidak hanya menjadi alat 

pengalokasian dana, tetapi juga alat untuk mengukur efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan program. 

Penyusunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan visi, misi, dan 

tujuan organisasi, serta kondisi lingkungan strategis. Dalam organisasi 

pemerintahan, penyusunan anggaran mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan dan melalui tahapan yang melibatkan berbagai pihak, seperti eksekutif 

(organisasi perangkat daerah) dan legislatif (DPRD). 

2.4 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) merupakan 

dokumen perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat 

perkiraan pendapatan, alokasi belanja, dan sumber pembiayaan yang diusulkan 



17  

untuk satu tahun anggaran. Secara sederhana, RAPBD adalah draf atau blue print 

keuangan daerah yang belum memiliki kekuatan hukum dan masih harus dibahas 

serta disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Kabupaten Kulon Progo sebagai kabupaten transisi terdapat beberapa 

perubahan dalam penyusunan RAPBD, ini disebabkan karena masa jabatan kepala 

daerahnya berakhir pada tahun 2022, sementara pemilihan kepala daerah baru 

belum dilaksanakan. Hal ini membuat pemerintah daerah harus menyusun 

Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) sebagai dokumen perencanaan transisi 

pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 

mengisi kekosongan tersebut. Untuk penjelasan perhatikan gambar berikut : 

Gambar 2.1 Transisi RPJMD menjadi RPD sebagai landasan penyusunan  

RKPD 2025 Kab. Kulon Progo 

Dasar hukum utama Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD) 2026  adalah Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025, yaitu: 

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerinah Daerah Kabupaten (RKPD KAB) dengan 

landasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). 

2. Penyusunan, pembahasan dan penetapan nota kesepakatan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS). 

3. Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang Pedoman 

Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD hingga Penyusunan Rancangan 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 

Prosedur Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) melibatkan partisipasi berbagai pihak, seperti masyarakat, OPD, DPRD, 

dan kepala daerah. Setiap tahap memiliki batasan waktu yang diatur dalam kalender 

penganggaran untuk menjamin ketepatan waktu dan keselarasan dengan 

perencanaan pembangunan daerah. 
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BAB III 

METODE PENULISAN 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2017), pendekatan kualitatif 

digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui deskripsi data 

yang diperoleh dari subjek penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan data 

numerik secara dominan, melainkan berfokus pada deskripsi terhadap proses dan 

prosedur yang dilakukan oleh instansi terkait dalam penyusunan anggaran. 

Tujuan dari pendekatan deskriptif ini adalah untuk menggambarkan secara 

sistematis dan faktual mengenai prosedur penetapan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2025, mulai dari 

dari tahap penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) hingga tahap 

penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). 

3.2 SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 

3.2.1 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam 

prosedur penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) Kabupaten Kulon Progo tahung anggaran 2025, termasuk pejabat 

struktural, staf bidang anggaran, dan pihak lain yang relevan. 

3.2.2 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah prosedur penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025, 

yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan 

ketentuan yang berlaku, terutama Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Penyusunan APBD tahun 2025. 

3.3 JENIS DAN SUMBER DATA 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Menurut Soegiyono (2017), data primer adalah data yang diperoleh 
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langsung dari sumber pertama melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, 

observasi, dan kuesioner. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil 

observasi pada saat praktik kerja lapangan (PKL) di BKAD Kabupaten Kulon 

Progo. 

Sedangkan menurut Indriantoro dan Supomo (2002), data sekunder adalah 

data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber data, melainkan data yang 

sudah di olah dan disediakan oleh pihak lain. Data sekunder berasal dari dokumen-

dokumen resmi seperti pedoman penyusunan anggaran (Permendagri), Peraturan 

Daerah, laporan anggaran tahun berjalan, serta literatur lain yang relevan. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi : 

1. Website resmi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon 

Progo yang dapat diakses melalui https://bkad.kulonprogokab.go.id/ 

2. Website resmi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi 

(BAPPERIDA) sebelumnya BAPPEDA, diakses melalui 

https://bapperida.kulonprogokab.go.id/ 

3. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah 

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.4.1 Observasi 

Observasi dilakukan secara langsung di BKAD Kabupaten Kulon Progo 

3.4.2 Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen seperti 

Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Penyusunan APBD, Perbup No. 25 Tahun 

2025 tentang Penyusunan RKPD KAB Kulon Progo, KUA-PPAS dan RKA-SKPD 

Kabupaten Kulon Progo. Dokumen ini digunakan sebagai bukti dan sumber data 

penunjang dalam menjelaskan prosedur penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daeah (RAPBD).Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 

2025. 

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara merangkum, 

https://bkad.kulonprogokab.go.id/


21  

mengelompokkan, dan menginterpretasikan data berdasarkan temuan di lapangan. 

Menurut Miles dan Huberman (1992), tahapan dalam analisis data kualitatif 

meliputi: 

1. Reduksi data, yaitu proses menyederhanakan dan menyeleksi data yang relevan 

dengan fokus penelitian. 

2. Penyajian data, yaitu menyusun informasi dalam bentuk narasi atau tabel agar 

lebih mudah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan data untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 PROFIL PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

4.1.1 Sejarah Kabupaten Kulon Progo 

 
Gambar 4.1 Logo Pemkab Kulon Progo 

Sebelum terbentuknya Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober 1951, 

wilayah Kulon Progo terbagi atas dua kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo 

yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten 

Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman.  

a. WILAYAH KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT 

(KABUPATEN KULON PROGO) 

Sebelum Perang Diponegoro di daerah Negaragung, termasuk di dalamnya wilayah 

Kulon Progo, belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai 

penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan dijalankan oleh pepatih dalem yang 

berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Perang Diponegoro 1825-

1830 di wilayah Kulon Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk 

empat kabupaten yaitu: 

1. Kabupaten Pengasih tahun 1831 

2. Kabupaten Sentolo tahun 1831 

3. Kabupaten nanggulan tahun 1851 

4. Kabupaten Kalibawang tahun1855 

Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh para Tumenggung. 

Menurut buku 'Prodjo Kejawen' pada tahun 1912 Kabupaten Pengasih, Sentolo, 

Nanggulan dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten 
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Kulon Progo, dengan ibukota di Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh Raden 

Tumenggung Poerbowinoto. Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 

Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua Kawedanan dengan delapan Kapanewon, 

sedangkan ibukotanya dipindahkan ke Sentolo. Dua Kawedanan tersebut adalah 

Kawedanan Pengasih yang meliputi kepanewon Lendah, Sentolo, Pengasih dan 

Kokap/sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi kapanewon Watumurah/Girimulyo, 

Kalibawang dan Samigaluh. 

Yang menjabat bupati di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 1951 adalah 

sebagai berikut : 

1. RT. Poerbowinoto 

2. KRT. Notoprajoto 

3. KRT. Harjodiningrat 

4. KRT. Djojodiningrat 

5. KRT. Pringgodiningrat 

6. KRT. Setjodiningrat 

7. KRT. Poerwoningrat 

b. WILAYAH KADIPATEN PAKUALAMAN ( KABUPATEN ADIKARTA) 

Di daerah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan Kejawen 

yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabupaten 

Adikarta. Menurut buku 'Vorstenlanden' disebutkan bahwa pada tahun 1813 

Pangeran Notokusumo diangkat menjadi KGPA Ario Paku Alam I dan mendapat 

palungguh di sebelah barat Sungai Progo sepanjang pantai selatan yang dikenal 

dengan nama Pasir Urut Sewu. Oleh karena tanah pelungguh itu letaknya 

berpencaran, maka sentono ndalem Paku Alam yang bernama Kyai Kawirejo I 

menasehatkan agar tanah pelungguh tersebut disatukan letaknya. Dengan 

satukannya pelungguh tersebut, maka menjadi satu daerah kesatuan yang setingkat 

kabupaten. Daerah ini kemudian diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan 

ibukota Brosot. 

Sebagai Bupati yang pertama adalah Tumenggung Sosrodigdoyo. Bupati 

kedua, R. Rio Wasadirdjo, mendapat perintah dari KGPAA Paku Alam V agar 

mengusahakan pengeringan Rawa di Karang Kemuning. Rawa-rawa yang 

dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang Adi (Linuwih) dan 
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Karta (Subur) atau daerah yang sangat subur. Oleh karena itu, maka Sri Paduka 

Paku Alam V lalu berkenan menggantikan nama Karang Kemuning menjadi 

Adikarta pada tahun 1877 yang beribukota di Bendungan. Kemudian pada tahun 

1903 bukotanya dipindahkan ke Wates. Kabupaten Adikarta terdiri dua kawedanan 

(distrik) yaitu kawedanan Sogan dan kawedanan Galur. Kawedanan Sogan meliputi 

kapanewon (onder distrik) Wates dan Temon, sedangkan Kawedanan Galur 

meliputi kapanewon Brosot dan Panjatan. 

c. PENGGABUNGAN KABUPATEN KULON PROGO DENGAN 

KABUPATEN ADIKARTA 

Pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII 

mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah beliau yaitu Kasultanan dan 

Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Negara 

Republik Indonesia. Pada tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri 

Pakualam VIII memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan 

yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten 

Adikarto. Atas dasar kesepakatan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri 

Pakualam VIII, maka oleh pemerintah pusat dikeluarkan UU No. 18 tahun 1951 

yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 

1951. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 

untuk penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto 

dalam lingkungan DIY menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang 

selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah-tanganya sendiri. Undang-

undang tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951. Secara yuridis 

formal Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15 Oktober 1951, yaitu saat 

diundangkannya UU No. 18 tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia. 

4.1.2 Visi dan Misi 

Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki visi 

dan misi. Visi dan misi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini  

merupakan jangka menengah 2005-2025 bertujuan untuk menjaga arah tujuan 

entitas, langkah-langkah dalam mencapai tujuan serta menjaga kinerja pegawai. 

a. Visi 
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“Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan 

Batin” 

b. Misi 

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, 

berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila. 

2. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing. 

3. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum. 

4. Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu. 

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. 

6. Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari. 

7. Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri. 

8. Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun 

nasional. 

4.1.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi digunakan untuk menetapkan hierarki dalam suatu organisasi 

dan membantu organisasi tersebut mencapa tujuan yang telah ditetapkan di masa 

depan dengan cara menentukan cara beroperasinya organisasi tersebut. Struktur 

organisasi memegang peran utama dalam memperlancar aktivitas suatu persahaan, 

baik dalam skala kecil maupun besar. Tujuan sari system  organisasi adalah untuk 

menjelaskan setiap tugas dan hubunga antara bagian-bagian perusahaan sehingga 

tanggung jawab atas suatu pekerjaan dalam suatu bidang dapat dilihat dengan jelas 

dan mencegah terjadinya pengendalian yang terpusat pada sesuatu orang. Biasanya, 

struktur organisasi dalam sebuah perusahaan/instansi dijelaskan dalam bentuk 

bagan. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : 
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

4.1.4 DESKRIPSI JABATAN 

Deskripsi jabatan merupakan penjelasan yang mencakup tugas dan fungsi suatu 

jabatan. Berikut ini adalah deskripsi jabatan yang ada di Pemerintahan Kulon 

Progo: 

a. Bupati / Wakil Bupati 

Bupati / Wakil Bupati sebagai Pimpinan Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai 

berikut : 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama DPRD. 

2. Menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

3. Menyusun dan mengusulkan rancangan APBD. 

4. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
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5. Menjalin hubungan kerja dengan instansi vertikal dan pemangku 

kepentingan. 

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

DPRD sebagai Legislatif memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 

1. Legislasi, membentuk Perda bersama Bupati 

2. Anggaran, menetapkan APBD bersama Buapati 

3. Pengawasan, mengawasi pelaksanaan Perda, APBD dan kebijakan daerah. 

c. Sekretariat Daerah (Setda) 

Setda memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 

1. Membantu Bupati  dalam menyusun kebijakan dan kordinasi administrative. 

2. Menggordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah. 

3. Menyusun program kerja tahunan pemerintahan daerah. 

d. Asisten Setda 

Asisten sekda memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yaitu : 

1. Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat. Melakukan urusan politik, 

otonomi daerah, ketertiban umum dan kesejahteraan. 

2. Asisten Perekonomian, Pembangunan & SDA. Melakukan urusan 

perekonomian, pembangunan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam. 

3. Asisten Administrasi Umum. Melakukan urusan kepegawaian, organisasi, 

tata usaha, arsip dan perencanaan. 

e. Bagian-Bagian Sekretariat Daerah 

1. Bagian Umum. Menangani urusan rumah tangga, tata usaha, kearsipan dan 

perlengkapan. 

2. Bagian Umum & Keuangan. Mengelola keuangan internal sekda, pengadaan 

barang & jasa kecil, serta akuntansi. 

3. Bagian RT & Protokol. Menangani pelayanan protokoler, keprotokolan 

bupati/wakil bupati dan acara resmi. 

4. Bagian Organisasi. Mengembangkan struktur organisasi perangkat daerah, 

analisis jabatan dan beban kerja. 

5. Bagian Hukum. Penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah, bantuan 

hukum dan penyuluhan hukum. 
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6. Bagian Perundang-Undangan dan Humas. Menangani komunikasi public, 

informasi, dokumentasi dan penyusunan perda/perkada. 

7. Bagian Kesjahteraan Rakyat. Penyelenggaraan kegiatan bidang social, 

Pendidikan, kesehatan, agama dan kebudayaan. 

8. Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Memprosess pengadaan barang/jasa 

pemerintah sesuai Perpres 16 Tahun 2018 dan perubahannya. 

9. Bagian Fasilitas dan Penganggaran. Menyusun rencana anggaran dan 

fasilitasi alokasi keuangan untuk seluruh perangkat daerah. 

10. Bagian Adminitrasi Perekonomian. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan 

bidang ekonomi dan usaha daerah. 

11. Bagian Administrasi Pembangunan. Melakukan pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan pembangunan fisik/non-fisik daerah. 

12. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum. Melakukan urusan kewilayahan, 

desa dan hubungan antar lembaga pemerintahan. 

f. Sekretariat DPRD 

Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 

1. Memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada DPRD. 

2. Menyusun risalah rapat, mengelola dokumen dan keuangan DPRD. 

g. Badan Daerah 

Badan daerah terdiri dari beberapa badan yang memiliki fungsi dan tugas masing-

masing, yaitu : 

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Melakukan pengelolaan 

pendapatan, belanjda dan aset daerah. Selain itu BKAD juga memilik tugas 

menyusun dokumen anggaran seperti KUA-PPAS dan RAPBD. 

2. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Merancang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). 

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD). Memiliki  fungsi untuk 

pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. 

4. Inspektorat. Bertugas melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan 

program/kegiatan seluruh perangkat daerah. selain itu inspektorat juga 

melakukan audit, review dan pengawasan kinerja. 
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h. Dinas 

Tediri dari dinas teknis sesuai urusan pemerintahan konkuren (misal: dinas 

kesehatan, Pendidikan, PUPR, dll). Masing-masing Dinas menjalankan fungsional 

operasional dan pelayanan sesuai bidangnya seperti melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang tertentu, 

membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan 

melaksanakan tugas pemantu dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. 

i. UPT (Unit Pelayanan Teknis) 

Memiliki fungsi dan tugas fungsional sebagai unit teknis pelaksana kegiatan 

dinas/badan di lapangan. Contonya UPT Puskesmas, UPT Pelayanan Pajak, UPT 

Pengelolaan Jalan. 

j. Kapanewon  

Setara dengan Kecamatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berfungsi 

mewakili bupati untuk urusan pemerintahan, pelayanan public dan pembinaan. 

k.  Kalurahan 

Merupakan pemerintahan desa di bawah kapanewon yang berfungsi mewakili 

bupati untuk urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pembinaan desa. 

l. Rumah Sakit 

Merupakan unit pelayanan public di bidang kesehatan menengah dan lanjutan. 

Bertugas menyediakan layanan medis rawat jalan, inap dan gawat darurat. 

m. Staf Ahli 

Berfungsi untuk memberikan nasihat dan pertimbangan professional kepada bpati 

dalam bidang hukum, ekonomi, pemerntahan sosial budaya, dll. 

4.2 PROSES PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN ANGGARAN 2025 

BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 15 TAHUN 2024. 

Proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) di Kabupaten Kulon Progo adalah seperti halnya di daerah lain di 

Indonesia, mengikuti mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan 

dan Peraturan Pemerintah. Secara umum, proses ini melibatkan beberapa tahapan 

utama yang melibatkan eksekutif (Pemerintah Kabupaten) dan legislatif (DPRD 

Kabupaten). Berikut adalah gambaran umum dari proses tersebut, 
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4.2.1 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD 

KAB). 

Sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD 

KAB) merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD. Penyusunan RKPD KAB 

Kulon Progo untuk tahun anggaran 2025, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan UU Nomor 23 Tahun 2014 

dan Peraturan Bupati (Perbup) Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. 

Penyusunan RKPD KABmenggunakan pendekatan bawah-atas dan atas-bawah.  

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD KAB) 

memiliki tahapan yang sistematis dan terstruktur, yaitu : 

1. Persiapan Penyusunan RKPD KAB. Ini adalah tahap awal yang menjadi 

pondasi. Di sini, pemerintah daerah yaitu Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo, Ir. 

Srie Nurkyatsiwi, MMA., membentuk tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten (RKPD KAB) pada Pertengahan Desember 2023 yang 

dipimpin oleh Sekertaris Daerah (Sekda) yaitu Triyono, S. IP, M.Si, sebagai 

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah itu Sekda menunjuk 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Ir. Muh. Aris 

Nugroho, M.M.A., sebagai tim inti dan Kepala Badan Keuangan dan Aset 

Daerah (BKAD), Taufiq Amrullah, ST. M.M,  sebagai Sekretaris TAPD. Kepala 

BAPPEDA bertindak sebagai penanggung jawab utama dan coordinator yang 

saling berkaitan. Kepala BKAD sebagai Sekretaris TAPD dan Kepala 

BAPPEDA sebagai anggota inti. Kepala BAPPEDA juga akan menunjuk 

sekretaris dan kepala-kepala bidang dibawahnya untuk menjadi tim teknis, 

sedangkan dari tim teknis tersebut akan membentuk tim pelaksana. Tim ini 

bertugas menyiapkan data dan informasi yang relevan, seperti evaluasi kinerja 

pembangunan tahun sebelumnya, penyusunan anggaran, data statistik daerah, 

serta menyiapkan materi untuk forum konsultasi publik. 

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD KAB. Kepala BAPPEDA sebagai 

koordinator, menyusun rancangan awal RKPD bersama dengan bidang-

bidangnya yang ada dibawahnya pada pertengahan Januari 2024. Dokumen ini 
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adalah draf pertama yang memuat gambaran umum kondisi daerah, isu-isu 

strategis, kerangka ekonomi, dan arah kebijakan pembangunan. Rancangan ini 

disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKPN), 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY (RKPD DIY) dan Perbup Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten (RPD KAB). 

RPD KAB adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 4 

tahun yang menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah Kabupaten Kulon 

Progo. Dokumen ini menjadi penjabaran dari visi, misi, dan program kerja 

kepala daerah (Penjabat Bupati). 

 
Gambar 4.3 RPD KAB Kulon Progo T.A 2023-2026 

3. Pelaksanaan Musyawaraah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 

rancangan awal RKPD KAB. Musrenbang adalah puncak dari partisipasi 

publik dalam perencanaan. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang dari 

tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten/kota atau provinsi 

mulai  tanggal 6 Februari-28 Maret 2024. Di forum ini, rancangan awal RKPD 

KAB yang sudah disempurnakan diselaraskan dengan usulan-usulan masyarakat 

dari tingkat bawah. Hasil kesepakatan Musrenbang inilah yang akan menjadi 

dasar penyempurnaan akhir RKPD KAB. 
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4. Perumusan RKPD KAB. Rancangan awal RKPD KAB yang telah melalui 

Musrenbang kemudian disempurnakan dan diselaraskan oleh Bidang Analisis 

Data & Perencanaan BAPPEDA, Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev.,  

menggunakan masukan dari masyarakat dan DPRD untuk menjadi rancangan 

akhir RKPD KAB. 

5. Penetapan RKPD KAB. Ditetapkan setelah Rencana Kerja Pemerintah 

Nasional (RKPN) dan RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan. Ini 

bertujuan agar ada keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat, provinsi dan 

daerah. Penetapan RKPD KAB dituangkan dalam Perbup Nomor 25 tahun 2024 

ditandatangani oleh Pj Bupati dan Sekda pada 8 Juli 2024. 

 
Gambar 4.4 RKPD KAB Kulon Progo untuk T.A. 2025 
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4.2.2 Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Nota Kesepakatan Kebijakan 

Umum Anggaran (KUA) serta Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS). 

Pada tahap ini, sangat krusial dalam siklus penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Proses penentuan Nota Kesepakatan 

KUA-PPAS ini melibatkan Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah (Pemda) dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terjadi pada tanggal 9 Juli - 8 

Agustus 2024. Berikut adalah tahap-tahap dalam penyusunan Nota Kesepakatan 

KUA-PPAS : 

1. Kepala Daerah (Pj Bupati) mengkoordinasi Sekda selaku ketua TAPD 

menggandeng Kepala  BKAD selaku Sekretaris TAPD dan Kepala BAPPEDA 

sebagai motor penggerak utama dalam merancangan KUA yang berpedoman 

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD KAB) yang sudah 

ditetapkan (Perbup No 25 Tahun 2024). Rancangan KUA ini kemudian 

disampaikan kepada Bidang Anggaran (Banggar) DPRD, Arif Syarifuddin. 

2. Setelah KUA disampaikan kepada Banggar DPRD, maka KUA dibahas bersama 

dengan seluruh anggota TAPD dan DPRD diwakili oleh Badang Anggaran 

(Banggar) DPRD. Setelah itu Kepala BAPPEDA mulai menyusun Rancangan 

PPAS dibantu oleh tim teknis dan tim pelaksananya dibantu juga dengan Kepala 

BKAD selaku Sekretaris TAPD. Penyusunan ini harus bedasarkan dan mengacu 

pada KUA yang telah disepakati. 

3. Rancangan PPAS yang telah disusun selanjutnya dibahas oleh Sekda selaku 

Kepala TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Setelah dibahas, 

PPAS akan di sepakati bersama oleh Pj Bupati selaku Kepala Daerah dan DPRD. 

4. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS yang telah disepakati, masing-

masing dituangkan kedalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh 

Penjabat (Pj) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD 

(Ketua dan Wakil Ketua 1 & 2). 
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Gambar 4.5 KUA Kabupaten Kulon Progo untuk T.A. 2025 

 
Gambar 4.6 PPAS Kabupaten Kulon Progo untuk T.A. 2025 
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4.2.3 Penyusunan dan penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang 

pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD untuk 

dituangkan menjadi dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD).  

Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(RKA-SKPD) disusun sebagai acuan antara tanggal 9 Agustus - 22 Agustus, bagi 

SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Pedoman penyusunan RKA-SKPD 

mencakup : 

1. Kepala Daerah mengkoordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 

untuk membuat Surat Edaran untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). 

2. Dengan berlandaskan Surat Edaran yang berisi Nota kesepahaman KUA-PPAS 

yang telah disepakati, RPD dan RKPD KAB, maka SKPD dapat menyusun 

RKA. 

3. Setelah itu, usulan RKA-SKPD diserahkan oleh masing-masing kepala SKPD, 

kepada Bagian anggaran BKAD, Sri Sugiyarti SE., selaku alatnya Pejabat 

Pengelola Keuangan Daeah (PPKD) untuk dibahas. Jika terdapat ketidak 

sesuaian maka RKA-SKPD akan dikembalikan kepada Kepala SKPD terkait 

untuk dibenahi. 

4. Setelah lolos dalam uji pembahasan oleh Bagian Anggaran BKAD selaku 

anggota PPKD, maka RKA-SKPD akan diserahkan Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah (TAPD) yang berisi Kepala BAPPEDA dan Kepala BKAD untuk direviu 

dengan Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP), Arif Prastowo, S.Sos, M.Si. 

5. Setelah disepakati oleh TAPD dan APIP, maka masing-masing dokumen RKA-

SKPD tersebut diserahkan kepada Bagian Anggaran BKAD selaku anggota 

PPKD untuk dikompilasi menjadi Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD). 
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4.3 ALUR DALAM PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)  TAHUN 

ANGGARAN 2025. 

Alur atau alur kerja (workflow) adalah representasi visual dari serangkaian langkah 

atau proses. Alur menunjukkan perpindahan pekerjaan, informasi, atau dokumen 

dari satu orang/departemen ke orang/departemen lain.  

4.3.1 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) 

KAB Kulon Progo. 

Kepala 

Daerah 

TAPD Musrenbang Sekretaris 

Daerah 

           Pj Bupati                          
                            

 

 
Kepala Bappeda dan 

Kepala BKAD 

 

 
Tim pelaksana  

 

 
Tim Teknis 

 
 
 

  

Bagan Alir 4.1 Penyusunan RKPD Kab. Kulon Progo tahun anggaran 2025 

Dokumen 

Pendukung 

RancanganAwal 

RKPDKAB tk 

Kecamatan 

Rancangan 

Awal RKPD 

KAB 

RancanganAwal 

RKPDKAB tk 

Kalurahan 

RancanganAwal 

RKPDKAB tk 

Kabupaten 

RancanganAwal 

RKPD KAB 

disempurnakan RKPD KAB 

disepakati 

Perbup 

No 25 

Tahun 

2024 
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4.3.2 Penyusunan, Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta 

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan 

Penetapan Nota Kesepakatan  

Kepala Daerah TAPD Banggar DPRD DPRD 

    

Bagan Alir 4.2 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA- PPAS Kab. Kulon Progo 

4.3.3 Penyusunan dan penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang 

pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD, dituangkan 

menjadi (RAPBD). 

Kepala Daerah TAPD SKPD PPKD 

    

Bagan Alir 4.3 Penyusunan RKA-SKPD menjadi RAPBD Kab. Kulon Progo  

Perbup No 25 

Tahun 2024 

Dokumen 

Rancangan KUA 

Rancangan 

KUA dibahas 

Dokumen 

Rancangan 

PPAS 

Rancangan 

PPAS dibahas 

Rancangan 

PPAS telah 

dibahas 

KUA-

PPAS 

disepakati 

Rancangan 

KUA telah 

dibahas & 

disepakati 

KUA - 

PPAS 

disepakati 

SE 

SE diterbitkan SE diterbitkan 

Usulan RKA-

SKPD 

Usulan RKA-

SKPD dibahas 

Usulan RKA-

SKPD reviu 

Review oleh 

APIP 
RAPBD 

RKA-SKPD 

telah direviu 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Ringkasan Hasil Kajian dan Observasi Tugas Akhir. 

Tugas Akhir ini berfokus pada analisis mendalam mengenai prosedur dan tahapan 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2025. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data primer diperoleh melalui observasi 

pada saat PKL di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon 

Progo, serta data sekunder dari dokumen resmi dan literatur terkait. 

Tahapan Kunci dalam Penyusunan RAPBD, adalah sebagai berikut : 

a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon 

Progo. 

1. Proses ini berlangsung dari pertengahan Desember 2023 hingga 8 Juli 2024. 

2. Dimulai dengan pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 

yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda), dengan Kepala BKAD sebagai 

Sekretaris TAPD dan Kepala BAPPEDA sebagai anggota inti. 

3. BAPPEDA menyusun rancangan awal RKPD (pertengahan Januari 2024) 

berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2023-2026 (Perbup Nomor 13 Tahun 2022). 

4. Dilanjutkan dengan Forum Komunikasi Publik (FKP) melalui Musrenbang 

berjenjang (kalurahan, kecamatan, kabupaten) dari 6 Februari hingga 28 Maret 

2024. 

5. RKPD kemudian dibahas dan disempurnakan oleh TAPD, lalu disepakati dan 

dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 25 Tahun 2024 pada 8 Juli 

2024. 

b. Penyusunan, Pembahasan, dan Penetapan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 

1. Tahap ini berlangsung dari 8 Juli 2024 hingga 8 Agustus 2024. 

2. Kepala Daerah mengkoordinasikan Sekda (Ketua TAPD), Kepala BAPPEDA, 

dan Kepala BKAD (Sekretaris TAPD) untuk menyusun Rancangan KUA 

berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan. 
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3. Rancangan KUA dibahas bersama antara TAPD dan Badan Anggaran 

(Banggar) DPRD, yang pada tahun 2023 diketuai oleh Aris Syarifuddin. 

4. Setelah KUA disepakati, Sekda mengkoordinasikan Kepala BAPPEDA dan 

Kepala BKAD untuk menyusun Rancangan PPAS. 

5. Rancangan PPAS dibahas dengan Banggar DPRD dan disepakati bersama oleh 

Bupati dan DPRD. 

6. KUA dan PPAS yang disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang 

ditandatangani oleh Pj Bupati (Srie Nurkyatsiwi) dan Pimpinan DPRD (Akhid 

Nuryati, Mukhtarom Asrori, dan Lajiyo Yok Mulyono) pada 8 Agustus 2024. 

c. Penyusunan dan Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman 

Penyusunan RKA-SKPD hingga Kompilasi RAPBD. 

1. Tahap ini dilaksanakan antara 9 Agustus hingga 22 Agustus 2024. 

2. TAPD membuat Surat Edaran (SE) untuk SKPD sebagai pedoman penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan Nota Kesepakatan KUA-PPAS, 

RPD, dan RKPD. 

3. SKPD menyusun RKA-SKPD dan menyerahkannya kepada Kepala Bidang 

Anggaran BKAD (Sri Sugiyarti, S.E.) untuk dibahas. 

4. Setelah lolos pembahasan di BKAD, RKA-SKPD direviu oleh TAPD bersama 

Inspektorat Daerah (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/APIP), yang pada 

tahun 2024 dijabat oleh Arif Prastowo, S.Sos, M.Si. 

5. Setelah disepakati oleh TAPD dan APIP, dokumen RKA-SKPD dikompilasi 

oleh Kepala Bidang Anggaran BKAD menjadi Dokumen Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 

Secara keseluruhan, tugas akhir ini memberikan gambaran komprehensif 

mengenai prosedur yang sistematis dan terstruktur dalam penyusunan RAPBD 

Kabupaten Kulon Progo, melibatkan berbagai pihak dan mengikuti regulasi yang 

berlaku, khususnya Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. 

5.2 Pengetahuan dan Wawasan Baru yang diperoleh Penulis 

Melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan penyusunan Tugas Akhir ini, 

penulis memperoleh berbagai pengetahuan dan wawasan baru yang signifikan, 

antara lain. 
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1. Pemahaman Mendalam tentang Siklus Anggaran Daerah. Penulis mendapatkan 

pemahaman komprehensif mengenai seluruh tahapan dalam siklus penyusunan 

RAPBD, mulai dari perencanaan strategis (RKPD, RPD), penetapan kebijakan 

umum (KUA-PPAS), penyusunan rencana teknis (RKA-SKPD), hingga proses 

kompilasi dan pembahasan dengan DPRD. 

2. Peran Krusial Berbagai Pihak. Penulis menyadari pentingnya koordinasi dan 

sinergi antara eksekutif (Kepala Daerah, Sekda, BAPPEDA, BKAD) dan 

legislatif (DPRD, Banggar) serta peran pengawasan dari Inspektorat Daerah 

dalam menjamin akuntabilitas dan efektivitas anggaran. 

3. Aplikasi Regulasi dalam Praktik. Penulis dapat melihat secara langsung 

bagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Sejenis Permendagri Nomor 15 

Tahun 2024) dan Peraturan Bupati diimplementasikan dalam praktik nyata 

penyusunan anggaran di tingkat daerah. 

4. Peningkatan Keterampilan Analitis dan Dokumentasi. Penulis mengasah 

kemampuan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data terkait 

prosedur administrasi keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur. 

5. Wawasan tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Proses penyusunan 

anggaran yang transparan dan partisipatif menunjukkan komitmen Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo terhadap prinsip-prinsip good governance, yang 

menjadi pelajaran berharga bagi penulis. 
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